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Abstrak
Tersangka merupakan seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat 14 KUHAP). Tersangka tidak bisa diperlakukan dengan semena-mena. Kenyataanya penyidik dalam melakukan penggeledahan terkadang tidak mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pihak tergeledah dirugikan oleh oleh penyidik karena penggeledahan yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan trauma bagi tersangka. kenyataannya banyak pelanggaran hak yang dilakukan pihak penyidik kepada tersangka. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui mengapa pelaksanaan penggeledahan tidak sesuai dengan Pasal 33 dan 34 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggambarkan langsung materi secara sistematis fakta atau karakteristik informan. Metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana ilmiah. Peneliti hanya memfokuskan pada proses penggeledahan rumah. Informan dalam penelitian ini adalah penyidik dan Sidiq (tersangka narkoba). Data dianalisis secara kualitatif, yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat-kalimat. Penelitian dilakukan di wilayah hukum polrestabes Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruhnya penggeledahan yang dilakukan penyidik sesuai dengan undang-undang. Adapun pelanggaran yang dilakukan penyidik adalah penyidik tidak menyerahkan berita acara penggeledahan pada tersangka. Penyidik baru menulis nama tersangka pada surat perintah tugas pada saat tugasnya telah selesai. Seharusnya dari pihak penyidik diberikan bekal tentang kesadaran memenuhi hak tersangka. Tergeledah tidak ada upaya apapun saat hak-haknya dilanggar oleh penyidik, karena minimnya pengetahuan tentang hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka polisi sebaiknya melakukan sosialisasi tentang hukum dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, agar seluruh masyarakat tahu tentang adanya hukum. Secara khusus pihak penyidik harus memberikan pengetahuan ke tersangka
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Abstract
The suspect is person who because of their actions or the situation, based on preliminary evidence reasonably suspected as perpetrators of criminal acts (Article 1, verse 14, KUHAP). The suspect can not be treated arbitrarily. In fact the investigator to conduct the search sometimes did not comply with the legislation occured. In this case, the searched party is harmed by the investigator because searches conduct are not suitable with the procedure can be traumatic for the suspect. In fact many rights violations carried out by the investigators to the suspect. It becomes interesting to study, to find out why the implementation of the searched is not according to Articles 33 and 34 of the KUHAP. This research is empirical. Empirical research is research that directly describe systematically the material facts or characteristics of the informant. This method focuses on observation and scientific atmosphere. Researcher only focused on the process of house searched. Informants in this study are investigator and Sidiq(drug case suspect). Data will be analyzed qualitatively, which lays out the available data and then do the description and interpretation with the sentences. The research was conducted in Polrestabes Surabaya jurisdiction. Results of the study, showing that not all searched conducted by investigator entirely accordance with the law. As for the violations committed by the investigator is an investigator did not submit an official report of searched to the suspect. Investigators just write the suspect name on the warrant assignment when the task was completed. Authorities should had been given the provision of consciousness to fulfill the suspect rights. The Searched suspect have no any effort when their rights are being violated by investigators, because of lack of knowledge about the law. In order for overcome the problem, then police should conduct socialization of the law carried out at all levels of society, so that all the peoples know about the law. Especially the investigating authorities should beprovide knowledge to suspect.






Tersangka merupakan seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat 14 KUHAP). Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tidak bisa diperlakukan dengan semena-mena. Bagaimanapun seorang tersangka memiliki hak  misalnya equality before the law (persamaan di hadapan hukum). Tersangka berhak mendapat penjelasan tentang apa yang disangkakan kepadanya. Ketika seseorang dinyatakan sebagai tersangka, seharusnya saat itu diberitahukan kepadanya tentang tindak pidana apa yang diduga dilakukan olehnya hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya akan disebut dengan KUHAP.
Penyidik adalah pejabat Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 ayat 1 KUHAP). Khususnya pada Pasal 7 KUHAP, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang  penyidik adalah menerima laporan atau pengaduan, menangkap, menahan, menggeledah, menyita, menyidik, dan mengadakan tindakan lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 32 KUHAP tindakan penyidikan haruslah berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang, pejabat yang di maksud adalah penyidik. Penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (10) penyidik adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Langkah awal dalam menemukan barang bukti dalam penyidikan adalah penggeledahan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang, bahkan melakukan pemeriksaan, Bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan​[1]​. Penggeledahan ada beberapa macam, yaitu penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik yaitu polisi harus mempunyai surat perintah yang telah di atur dalam undang-undang. Pasal 33 KUHAP telah di atur jelas tentang prosedur untuk melakukan penggeledahan. Pasal 34 KUHAP memberi wewenang pada penyidik untuk melakukan tindakan cepat untuk melakukan penyidikan tetapi tidak mengurangi hak dari tersangka.
Kenyataanya penyidik dalam melakukan penggeledahan terkadang tidak mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau dilakukan secara sewenang-wenang atas dasar perintah lisan dari atasan. Pihak tergeledah dalam hal ini dirugikan karena kepentingan dan privasinya dilanggar bahkan bisa menimbulkan trauma. Fakta di lapangan banyak pelanggaran hak yang dilakukan pihak penyidik kepada tersangka, salah satunya media di Jakarta yang membahas tentang arogansi polisi dan TNI dalam melakukan penggeledahan di asrama mahasiswa. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat TNI dan POLRI di asrama mahasiswa Papua di Jakarta dan Bali.​[2]​ Dua orang anggota Polisi dari Polres Bengkalis, Pekanbaru, menggeledah rumah warga secara paksa, tanpa ada pemberitahuan kepada pemilik rumah serta tidak menunjukkan surat penggeledahan.​[3]​ Kasus lain di Binjai anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah warga tanpa menunjukan surat penggeledahan dan penagkapan para pelaku, selain itu mereka juga menggedor-gedor rumah warga yang mengakibatkan pria yang sudah uzur mengalami serangan jantung, dan akhirnya meniggal dunia.​[4]​ 
Permohonan praperadilan terjadi di Surabaya, sidang praperadilan dalam nomor perkara no.06/pid.pra/2012/PN.sby, dalam praperadilan tersebut penggugat keberatan dengan  penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dari Polrestabes Surabaya yang dilakukan di Tunjungan Electronic Centre (TEC), penyidik melakukan penggeledahan tanpa menunjukan surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat, sebagaimana di atur dalam Pasal 33 KUHAP.​[5]​
Penyidik sebagai penegak hukum seharusnya lebih taat pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penyidik tidak akan bertindak sebelum adanya perintah tertulis. Sangat bertolak belakang dengan informasi yang ada di media massa yang terbit di Jakarta dan tempat lainnya. Hak-hak tersangka dilanggar oleh penyidik maka ditakutkan tersangka tersebut akan mengalami beban psikis, privasinya akan terganggu, merasa takut saat berurusan dengan penegak hukum.
Kejadian ini menjadi menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian tentang pelanggaran hak pada tersangka pada saat pemeriksaan tahap awal, yaitu saat melakukan penggeledahan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Surabaya  Pemilihan lokasi penelitian ini karena adanya upaya hukum yang dilakukan dalam diduga tidak sahnya prosedur penggeledahan dengan nomor perkara no.06/pid.pra/2012/PN.sby. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penelitian ini diberi judul “PELANGGARAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENGGELEDAHAN OLEH POLISI”.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sebab pelaksaan penggeledahan tidak sesuai dengan pasal 33 dan 34 KUHAP dan untuk mengetahui upaya tersangka dalam menghadapi pelanggaran hak-haknya saat terjadi penggeledahan.
METODE PENELITIAN
 Jenis Penelitian ini Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu melukiskan langsung penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan pelanggaran peraturan dalam proses penggeledahan rumah oleh penyidik,  secara sistematis fakta dan aktual serta cermat. Metode ini  menitik beratkan pada observasi dan suasana ilmiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat, peneliti hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Peneliti terjun kelapangan sehingga tidak bisa memanipulasi data.​[6]​ Penelitian ini akan menggambarkan proses penggeledahan yang di lakukan penyidik kepada tersangka tindak pidana.
	Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
1.	Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan , yaitu tersangka yang pernah di geledah oleh penyidik dan penyidik yang pernah melakukan tindak penggeledahan. 
2.	Data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, kamus-kamus hukum, internet, komentar-komentar terkait dengan masalah yang diteliti dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan penelitian ini.
Pada penelitian ini, peneliti mempergunakan teknik editing data dalam pengolahan data lapangan, Sebab dengan melakukan peng-editan, peneliti dapat mengelompokkan data tersebut sesuai dengan pertanyaan yang terdapat pada bagian rumusan masalah serta mengecek dan mengoreksi data yang telah terkumpul dan akhirnya di uraikan pada bab hasil serta pembahasan. 
Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.
PEMBAHASAN
1.	Pelaksanaan penggeledahan
Penggeledahan merupakan upaya paksa yang di lakukan oleh penegak hukum, yaitu polisi, khususnya bagian penyidik untuk menemukan bukti tindak kejahatan dari tersangka. Upaya paksa tersebut memiliki peraturan dan prosedur yang harus di taati oleh pihak penyidik untuk melindungi  kenyamanan tersangka. Banyaknya tugas polisi dalam menjaga keamanan Negara, membuat pekerjaan polisi semakin banyak dan seringkali dikejar waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, hal tersebut memicu tindakan polisi untuk memangkas prosedur yang telah di atur dalam undang-undang agar pekerjaan lebih cepat selesai.
Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik merupakan upaya untuk mengumpulkan bukti baru dari tersangka atas kejahatanya. Penggeledahan yang dimaksud adalah penggeledahan rumah, penggeledahan rumah dimaksudkan untuk mencari barang bukti kejahatan yang masih disimpan oleh tersangka di tempat tinggalnya. Setiap penggeledahan harus disertai dengan surat perintah dari atasan penyidik atau surat ijin dari Pengadilan Negeri setempat, karena syarat tersebut merupakan prosedur untuk melakukan penggeledahan kepada pihak tersangka. 
Penyidik dalam melakukan penggeledahan selalu disertai surat perintah dan itu sudah diakui oleh tersangka yang digeledah. Surat perintah yang dibawa oleh penyidik adalah surat perintah dari Kepala Reskrim Polrestabes Surabaya. Tindakan penyidik yang menunjukkan surat perintah dari Kepala Reskrim Polrestabes Surabaya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 KUHAP, bahwa tindakan penggeledahan hanya bisa dilakukan setelah ada surat izin resmi dari Pengadilan Negeri setempat. Apabila dalam kondisi mendesak dan segera dilakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Negara Republik Indonesia. Penggeledahan bisa dilakukan dengan atau tanpa persetujuan ketua pengadilan Negeri. Pejabat yang bisa menandatangani surat perintah penggeledahan serendah-rendahnya :
1.	Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri.
2.	Direktur Reserse/Kadensus di tingkat polda dan melaporkan kepada Kapolda.
3.	Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat polwil dan melaporkan kepada Kapolwil
4.	Kepala Satuan Reserse tingkat Polrestabes dan melaporkan kepada Kapolrestabes.
5.	Kepala kewilayahan tingkat Polsek dan melapor kepada Kapolrestabes.
 
Alasan penyidik tidak meminta ijin penggeledahan di pengadilan tinggi setempat adalah karena kasus tersebut merupakan kasus yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan tertangkap tangan. Sidiq (tersangka) tertangkap tangan oleh penyidik saat akan melakukan transaksi. Penyidik langsung menggeledah badan Sidiq dan menemukan barang bukti yang dicari. Penyidik melakukan interogasi kepada Sidiq agar memberitahukan tempat dia menyimpan dan mendapatkan narkoba. Penyidik melakukan interogasi dengan kasar, karena Sidiq awalnya tidak mengaku saat diinterogasi penyidik. Interogasi tersebut dilakukan dengan menodongkan pistol. Penyidik akan melakukan tindakan arogan apabila Sidiq tidak kooperatif dalam pemeriksaannya. 
Penyidik butuh tindakan cepat untuk melakukan penggeledahan karena di khawatirkan barang bukti dihilangkan oleh tersangka. Sidiq dibawa oleh penyidik ke rumahnya untuk dilakukan pencarian narkoba yang masih disimpan. Setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumahnya, penyidik baru menuliskan surat perintah penggeledahan ke tersangaka. Sidiq juga dipaksa oleh penyidik untuk menandatangani surat perintah penggeledahan. Menurut Pasal 33 ayat 1 KUHAP tindakan tersebut tidak dibenarkan, karena pasal tersebut menuliskan segala tindakan penyidik harus disertai surat yang jelas, tetapi yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan tindakan dulu baru menuliskan nama tersangka di surat perintah penggeledahan. Alasan penyidik karena penyidik belum mengetahui target sasaran yang akan ditangkap. Penyidik mengurangi kesalahan nama atau identitas tersangka, karena itu dapat menjadi celah untuk tersangka tidak jadi ditangkap atau dilakukanya proses penyidikan. 
Penggeledahan yang dilakukan di rumah Sidiq dengan unsur  paksaan dan tanpa ijin pemilik rumah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 KUHAP.  Tetapi Penyidik melakukan penggeledahan di rumah Sidiq dengan disaksikan oleh saksi dari warga sekitar. Tindakan tersebut telah diatur dalam Pasal 33 ayat 4 KUHAP. Penggeledahan yang dilakukan secara kasar juga tidak sesuai dengan Pasal 112 Perkap nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara. juga mendapatkan perlakuan kasar dari penyidik yang menangkap dan menggeledah rumahnya, dalam pasal tersebut telah diatur tata cara melakukan penggeledahan kepada tersangka. Alasan penyidik melakukan hal tersebut karena Sidiq tidak jujur dalam penyidikan. 
Sidiq tidak diberikan surat berita acara penggeledahan yang seharusnya diberikan paling lambat 2 hari setelah dilakukanya penggeledahan oleh penyidik. Alasan dari penyidik adalah karena tidak sempat mengantarkan surat salinan tersebut ke rumah tersangka, dan penyidik yakin bahwa keluarga tersangka tidak membutuhkan surat tersebut. Alasan  tersebut tidak bisa di benarkan oleh Pasal 33 ayat 5 KUHAP, dalam waktu 2 hari setelah memasuki  atau menggeledah rumah, penyidik harus membuat berita acara dan turunannya akan disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang barsangkutan.
2.	Upaya yang di lakukan tersangka 
Tersangka yang telah diwawancarai tidak tahu tentang adanya upaya hukum yang merupakan haknya untuk diperjuangkan. Tersangka juga tidak melakukan upaya hukum apapun untuk memepertahankan haknya yang telah di langgar oleh pihak penyidik,  karena para tersangka memiliki kesadaran hukum yang rendah. Kesadaran hukum dapat dikatakan juga sebagai suatu keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan kepada hukum. Tingkat pendidikan para tersangka yang hanya sampai tingkat SLTA dan sederajat mempegaruhi tingkat kesadaran hukum.
Alasan lain tersangka tidak melakukan upaya hukum adalah rumitnya proses hukum, dan banyaknya biaya yang akan di keluarkan oleh tersangka apabila melakukan upaya proses hukum. Tersangka yang tidak tahu tentang hukum, harus menggunakan jasa penasihat  hukum yang mengerti tentang hukum, dan pemberkasan yang harus dilakukan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tersangka yang hanya memiliki tingkat ekonomi yang pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari tidak akan bisa untuk melakukan upaya hukum. Upaya yang dimaksud adalah praperadilan, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang: 
1.	Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan,
2.	 Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan,
3.	Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
Dalam Bab X Bagian Kesatu mulai pasal 79 sampai dengan pasal 83 KUHAP diatur pihak – pihak yang dapat mengajukan pra peradilan adalah:
1.	Tersangka, keluarganya melalui kuasa hukum yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap kepolisian atau kejaksaan di pengadilan atas dasar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan:
2.	Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah lam atau tidaknya penghentian penyidikan;
3.	Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
4.	Tersangka atau pihak ketiga yang bekepentingan menuntut ganti rugi tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 81 KUHAP);Tersangka, ahli waris atau kuasanya tentang tuntutan ganti rugi atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan (pasal 95 ayat (2) KUHAP).
Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang hukum yang masih relatif rendah, hal tersebut dapat di lihat dari tingkat pendidikan para tersangka yang hanya tingkat SLTA. Sosialisasi tentang hak-hak setiap tersangka saat berurusan dengan hukum tidak pernah dilakukan oleh polisi, karena polisi merupakan penegak hukum yang sudah di kenal oleh masyarakat umum. Polisi sebaiknya melakukan sosialisasi saat akan melakukan atau setelah melakukan penggeledahan kepada tersangka. Tersangka boleh melakukan upaya hukum apabila tidak berkenan atas apa yang dilakukan pihak penyidik dalam melakukan tugas penggeledahan di rumahnya.
PENUTUP
Kesimpulan
Dalam uraian hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam bab III dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Belum seluruhnya penggeledahan yang dilakukan penyidik sesuai dengan undang-undang diantaranaya: 
a.	Setelah selesai melakukan penggeledahan pihak penyidik tidak memberikan berita acara penggeledahan kepada tersangka yang digeledah.
b.	Untuk kasus narkoba penyidik baru mengisi nama tersangka pada surat perintah tugas pada saat tugasnya telah selesai dilakukan.
2.	Penyidik melakukan pelanggaran prosedur karena mempersingkat waktu dan mencegah tersangka menghilangkan barang bukti. 
3.	Tidak ada upaya yang dilakukan oleh tersangka yang digeledah oleh penyidik karena minimnya pengetahuan tentang hukum.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:
1.	Polisi melakukan sosialisasi tentang hukum seharusnya dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, agar seluruh masyarakat tahu tentang adanya hukum.
2.	Penyidik seharusnya lebih sopan dan halus terhadap tersangka, mengingat polisi adalah pengayom masyarakat
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